[bookmark: _gjdgxs]BAB I
[bookmark: _30j0zll]PENDAHULUAN

1.1 [bookmark: _1fob9te]Latar Belakang
[bookmark: _3znysh7]Kantor Kecamatan Muara Samu  Kabupaten Paser adalah Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk Kantor, Kantor Kecamatan Muara Samu berkedudukan sebagai unsur pelaksana/penunjang urusan pemerintahan di Bidang Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan otonomi Daerah.
Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Hubungan dan keterkaitan perencanaan pada RPJMD Kabupaten Paser dengan Renstra Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 1
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
[image: sink-bab1-1]
Sumber : UU SPPN, 2005

RPJP adalah  dokumen  perencanaan  untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA.
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 113 ayat (1), mengamanatkan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan RPJMD. Sehubungan dengan itu agar terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Strategis pada Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026, perlu dilakukan Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser.

1.2 [bookmark: _2et92p0]Landasan Hukum
Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Muara Samu Tahun 2021-2026 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: 
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2006 -2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Bupati Paser Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Rencana Strategis Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser 2021 - 2026 disusun dengan maksud menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Di samping itu juga untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kantor Kecamatan Muara Samu  Kabupaten Paser.

2. Tujuan
Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser tahun 2021 - 2026 adalah:
1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Muara Samu untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam Pelayanan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa, dan Ketentraman Ketertiban Umum Kabupaten Paser.
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Perangkat Daerah serta pihak terkait dalam upaya Pembangunan dalam Pelayanan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa, dan Ketentraman Ketertiban Umum Kabupaten Paser.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser
1.4 [bookmark: _tyjcwt]Sistematika
Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Muara Samu Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan Renstra Kantor Kecamatan Muara Samu Tahun 2021 - 2026. BAB I terdiri dari:
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya serta apa saja Sumber Daya pada Kantor Kecamatan Muara Samu BAB II terdiri dari:
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini menguraikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Kecamatan Muara Samu, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis. BAB III terdiri dari:
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. BAB IV terdiri dari:
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI terdiri dari:
6.1 Rencana Program
6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD
BAB VIII: PENUTUP
Pada Bab ini diuraikan penutup dan kesimpulan Rencana Strategis secara umum.

 




[bookmark: _3dy6vkm]

BAB II
[bookmark: _1t3h5sf]GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1. [bookmark: _4d34og8]Kedudukan
Kantor Kecamatan Muara Samu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Kantor Kecamatan Muara Samu, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2.1.2. [bookmark: _2s8eyo1]Tugas dan Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kantor Kecamatan Muara Samu mempunyai fungsi: 
1. pengoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan otonomi daerah;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
8. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan
9. penyusunan program, pembinaan adminsitrasi dan pengelolaan ketatausahaan.




2.1.3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Kantor Kecamatan Muara Samu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser sebagai berikut :
I. Camat  
II. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
III. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
IV. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
V. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
VI. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kantor Kecamatan Muara Samu   dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.
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Gambar 2.1
[bookmark: _Hlk76406176]Bagan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Muara Samu  
[image: ]

Sumber : Peraturan Bupati Paser Nomor 30 Tahun 2020
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2.2. [bookmark: _17dp8vu]Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai per Desember 2020 adalah sebanyak 34 orang tidak termasuk pegawai tenaga honorer yang difungsikan dalam rangka membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Berikut ini disajikan data kepegawaian Kantor Kecamatan Muara Samu  sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2.1.1
Tabel 2.2.1

	No
	URAIAN
	JUMLAH PEGAWAI YANG ADA
	JUMLAH KEBUTUHAN
	Kelebihan/ Kekurangan

	
	
	PNS
	PTT
	JUMLAH
	
	

	
	
	
	
	
	
	⁺
	⁻

	1.
	KANTOR KECAMATAN MUARA SAMU
	
12
	
22
	
34
	40
	
	6

	
	J U M L A H
	
	
	
	
	100


Sumber: Sub Bagian Umum & Kepegawaian 2021.
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai baik PNS maupun PTT sangat kurang. Dimana rata-rata tiap 1 seksi atau bagian terdiri dari 1 Kepala Seksi dan 2 / 3 Staf. Contohnya pada bagian Program dan Keuangan hanya terdiri dari 1 Kasubbag, 1 PNS (Bendahara) dan 1 Staf PTT untuk Pengadministrasian Keuangan, dimana kegiatan yang berhubungan dengan Program dan Perencanaan ditangani langsung oleh Kasubbag.
Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya Adapun Kondisi kepegawaian Kantor Kecamatan Muara Samu  berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:
Tabel 2.2.1.2
Komposisi Pegawai Kantor Kecamatan Muara Samu Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
	No
	PENDIDIKAN
	Jumlah
( Orang )
	%

	1.
	Strata 3
	-
	

	2.
	Strata 2
	2
	5,88

	3.
	Strata 1
	8
	23,53

	4.
	Diploma 4
	-
	

	5.
	Diploma 3
	-
	

	6.
	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
	24
	70,59

	7.
	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
	-
	

	8.
	Sekolah Dasar
	-
	

	
	J U M L A H
	34
	100


Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Muara Samu 2021

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3, tingkat pendidikan aparatur Kantor Kecamatan Muara Samu yang paling banyak adalah pendidikan SLTA sebanyak 24 orang (70,59%) dan kedua terbanyak adalah Strata 1 sebanyak 8 Orang (23,53%), sedangkan ketiga terbanyak adalah Strata 2 sebanyak 2 orang (70,59%). Dengan rata-rata tingkat pendidikan aparatur Kantor Kecamatan Muara Samu.

2.2.2. Anggaran
Dari sisi anggaran, Kantor Kecamatan Muara Samu mendapatkan alokasi anggaran dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
Tabel 2.2.2
ANGGARAN DAN REALISASI 2016-2021
	NO
	TAHUN
	JUMLAH ANGGARAN
( RP )
	REALISASI
( RP )
	PERSENTASE (%)

	1.
	2017
	1.447.919.938,02
	1.428.008.920,00
	96,15

	2.
	2018
	1.395.636.580,00
	1.346.323.410,00
	96,46

	3.
	2019
	1.159.710.910,00
	1.134.976.336,62
	96,82

	4.
	2020
	1.185.298.500,00
	1.126.978.282,00
	93,07

	5.
	2021
	1.175.952.200,00
	-
	-

	
	J U M L A H
	
	
	


Sumber: Evaluasi Renja Kecamatan Muara Samu Tahun 2017-2021
Tabel di atas menunjukkan bahwa rata – rata realisasi anggaran selama 5 tahun adalah 95 %.  Dengan anggaran terbesar pada tahun 2017 dan anggaran terkecil pada tahun 2019 dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan beberapa kegiatan di Kecamatan Muara samu tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

2.2.3. Aset/Sarana dan Prasarana
Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Kantor Kecamatan Muara Samu dapat dilihat pada Tabel 2.2.3. berikut :




Tabel 2.2.3
	No.
	NAMA BARANG
	JUMLAH
	KONDISI

	1
	Tanah
	1
	B

	2
	Dump Truck
	1
	B

	3
	electric generating set lainnya (dst)
	1
	R

	4
	Internet
	1
	B

	5
	P.C Unit
	8
	B

	6
	Lap Top
	9
	B

	7
	Note Book
	1
	B

	8
	Hardisk 
	1
	B

	9
	Monitor
	1
	B

	10
	Printer
	9
	B

	11
	Peralatan Personal Komputer Lainnya
	3
	B

	12
	Router
	1
	B

	13
	Hub
	1
	B

	14
	Station Wagon
	2
	RB

	15
	Sepeda Motor
	3
	B

	16
	Mobil Jenazah
	1
	B

	17
	perkakas bengkel service  lainnya (dst)
	1
	B

	18
	Global Positioning System
	1
	B

	19
	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)
	2
	B

	20
	Lemari Penyimpan
	5
	B

	21
	Container
	1
	B

	22
	Lemari Kayu
	12
	B

	23
	Rak Besi
	6
	B

	24
	Filing Cabinet Besi
	1
	B

	25
	Brandkas
	2
	B , RB

	26
	Lemari Kaca
	23
	B

	27
	White Board
	1
	B

	28
	Papan Tulis
	6
	B

	29
	Papan Absen
	4
	B

	30
	Meja Kerja Kayu
	30
	B

	31
	Kursi Besi/Metal
	15
	B

	32
	Meja Rapat
	8
	B

	33
	Meja Panjang
	12
	B

	34
	Meja Periksa Pasien
	9
	B

	35
	Meja Sekolah
	35
	B

	36
	Meja 1/2 Biro
	5
	B

	37
	Kursi Putar
	6
	B

	38
	Kursi Biasa
	42
	B

	39
	Sofa
	12
	B

	40
	Meubeleur lainnya
	2
	B

	41
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner
	1
	B

	42
	A.C. Split
	3
	B

	43
	Kipas Angin
	1
	B

	44
	Exhause Fan
	1
	B

	45
	Televisi
	2
	B

	46
	Amplifier
	1
	B

	47
	Sound System
	1
	B

	48
	Unit Power Supply
	9
	B

	49
	Tiang Bendera
	1
	B

	50
	Tangga Aluminium
	1
	B

	51
	Gordyin/Kray
	4
	B

	52
	DVD Player
	1
	RB

	53
	Meja Kerja Pejabat Eselon III
	1
	B

	54
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV
	6
	B

	55
	Meja Tamu Biasa
	2
	B

	56
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III
	1
	B

	57
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
	4
	B

	58
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis
	2
	B

	59
	Uninterruptible Power Supply (UPS)
	2
	B

	60
	Rak Peralatan
	1
	B

	61
	Handy Talky (HT)
	2
	B

	62
	recorder display  lainnya (dst)
	1
	B



Dari tabel di atas menunjukkan aset atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Muara Samu rata-rata dalam kondisi baik. Ada beberapa asset yang rusak berat dan belum dilaksanakan penghapusan. Terutama Kendaraan roda empat yang sudah bertahun-tahun belum dihapus padahal pihak kecamatan sudah mengusulkan penghapusan dan pengembalian asset kepada pihak BKAD bagian Aset.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Muara Samu yang utama berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Adapun Pencapaian Kinerja Kantor Kecamatan Muara Samu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :




Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser 2016-2020
	No
	Indikator
Kinerja
sesuai Tugas
dan Fungsi
Perangkat
Daerah
	Target
NSPK
	Target
IKK
	Target
Indikator
Lainnya
	Target Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
ke
	Target Renstra
Perangkat
Daerah Tahun
ke
	Rasio Capaian pada
Tahun ke-

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
	
	
	
	Baik
	Baik
	Baik
	Baik
	
	-
	-
	Baik
	Baik
	
	0%
	0%
	100%
	100%
	

	2
	Persentase pelayanan adm.kependudukan yang dapat terselesaikan tepat waktu
	
	
	
	90%
	90%
	90%
	90%
	
	90%
	100%
	100%
	80%
	
	100%
	111%
	111%
	89%
	

	3
	Persentase pelayanan adm.perijinan yang dapat terselesaikan tepat waktu
	
	
	
	90%
	90%
	90%
	90%
	
	90%
	98%
	100%
	100%
	
	100%
	109%
	111%
	111%
	

	4
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur
	
	
	
	90%
	90%
	90%
	90%
	
	100%
	100%
	90%
	100%
	
	111%
	111%
	100%
	111%
	

	5
	Persentase Capaian Keberhasilan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	
	
	
	90%
	90%
	90%
	90%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	111%
	111%
	111%
	111%
	

	6
	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan
	
	
	
	90%
	90%
	90%
	90%
	
	85%
	90%
	89,50%
	75,93%
	
	94,4%
	99%
	99%
	84%
	

	7
	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
	
	
	
	90%
	90%
	90%
	90%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	111%
	111%
	111%
	111%
	

	8
	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum
	
	
	
	90%
	90%
	90%
	90%
	
	90%
	100%
	100%
	50%
	
	100%
	111%
	111%
	56%
	

	9
	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum
	
	
	
	90%
	90%
	90%
	90%
	
	90%
	100%
	100%
	100%
	
	100%
	111%
	111%
	111%
	

	10
	Menurunnya rumah tangga miskin
	
	
	
	25%
	20%
	15%
	5%
	
	20,24%
	17,83%
	16,6%
	3,52%
	
	80,96%
	89,15%
	110,6%
	70,4%
	

	11
	Persentase desa yang sudah memiliki RPJMDes
	
	
	
	90%
	90%
	90%
	90%
	
	100%
	90%
	100%
	100%
	
	111%
	100%
	111%
	111%
	

	12
	Persentase usulan musrenbang yang terakomodir
	
	
	
	15%
	15%
	15%
	30%
	
	10%
	15%
	16,70%
	25%
	
	66,7%
	100%
	111%
	83%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Muara Samu selama 4 tahun terakhir hampir seluruh indikator menunjukan capaian yang baik. Pada tahun 2017 dan 2018 indikator kinerja “Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)” menunjukkan tidak adanya capaian kinerja dikarenakan pada tahun tersebut proses pengumpulan data Survei Kepuasan Mayarakat dilaksankan dengan menggunakan Kotak Pengaduan Masyarakat, dimana tidak ada satu masyarakatpun yang mengisi kotak Pengaduan tersebut sehingga data SKM tidak dapat dikumpulkan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Adapun pada Tahun 2020 nilai persepsi Interval SKM Nilai Persepsi, Interval SKM, Mutu Pelayanan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:




	Nilai Persepsi
	Nilai Interval
	Mutu Pelayanan
	Kinerja Unit Pelayanan

	1
	1,00 - 1,75
	D
	Tidak Baik

	2
	1,76 - 2,50
	C
	Kurang Baik

	3
	2,51 - 3,25
	B
	Baik

	4
	3,26 - 4,00
	A
	Sangat Baik



Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja pelayanan Pemerintah Kantor Kecamatan Muara Samu pada tahun 2020 melalui Survey Kepuasan Masyarakat adalah 80,36 atau 3,215 berada pada range interval antara 2,51– 3,25 sehingga dikategorikan “BAIK”. 
Permasalahan :
1.	Masyarakat masih banyak yang tidak mau melakukan Survei karena membutuhkan waktu yang agak lama untuk mengisi kuisioner.
2.	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.
Solusi :
1.	Perlunya pengadaan sistem informasi yang menarik berbasis komputer yang memudahkan masyarakat untuk melakukan Survei ini.
2.	Menyediakan anggaran Survei Kepuasan Masyarakat.

Pada tahun 2020 realisasi indikator “Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum” menunjukkan capaian kinerja di angka 50 % dengan capaian kinerja 56% dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena situasi Pandemi COVID-19. 
Pada indikator Kinerja “menurunnya rumah tangga miskin” terjadi penurunan capaian kinerja pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan perhitungan jumlah Keluarga miskin yang awalnya memakai data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima bantuan Beras Sejahtera menjadi menggunakan data Keluarga Miskin Penerima Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2020 angka kemiskinan di Kecamatan Muara Samu dihitung berdasarkan data Keluarga Miskin penerima Bantuan PKH yaitu 75 Kepala Keluarga di bagi dengan Jumlah total Kepala Keluarga di Kecamatan Muara Samu yaitu 2.312 KK menghasilkan nilai 3,52 %.
Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser 2016-2020
	UraIan
	Anggaran pada Tahun ke -
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
	Rasio antara Realisasi dan
Anggaran Tahun ke
	Rata-rata Pertumbuhan

	
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5
	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1).Jumlah surat pengantar pembuatan KTP
	      112.070.000 
	        91.200.000 
	      100.290.000 
	      102.150.000 
	
	      112.070.000 
	        91.200.000 
	        93.490.000 
	  100.100.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	     93,22 
	     97,99 
	
	-2%
	-3%

	2).Jumlah surat pengantar KK
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1).Jumlah pelayanan sertifikat IMB
	        47.615.000 
	        50.693.000 
	        75.010.000 
	        65.114.000 
	
	        47.615.000 
	        50.693.000 
	        75.010.000 
	    65.000.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	     99,82 
	
	8%
	8%

	Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah berjalan baik
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	          9.180.000 
	        32.120.000 
	        30.000.000 
	        39.600.000 
	
	          9.180.000 
	        28.741.870 
	        27.029.933 
	    30.769.539 
	
	   100,00 
	     89,48 
	     90,10 
	     77,70 
	
	44%
	35%

	Jumlah Kendaraan Dinas operasional layak Jalan
	        12.700.000 
	          4.700.000 
	          7.200.000 
	          9.400.000 
	
	          6.890.600 
	          3.377.000 
	          2.450.000 
	      2.469.750 
	
	     54,26 
	     71,85 
	     34,03 
	     26,27 
	
	-7%
	-23%

	Jumlah bulan penyediaan tenaga administrasi keuangan
	      197.197.700 
	      195.532.000 
	      213.000.000 
	      214.661.300 
	
	      197.197.000 
	      195.532.000 
	      210.629.400 
	  213.270.500 
	
	   100,00 
	   100,00 
	     98,89 
	     99,35 
	
	2%
	2%

	Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia
	        20.140.158 
	        20.000.000 
	        17.007.500 
	        20.787.500 
	
	        20.139.400 
	        20.000.000 
	        17.007.500 
	    20.787.500 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	
	1%
	1%

	Jenis barang cetakan
	          4.275.000 
	          4.275.000 
	          4.275.000 
	          2.137.500 
	
	          4.275.000 
	          4.275.000 
	          4.275.000 
	      2.137.500 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	
	-16%
	-16%

	Jenis penggandaan
	                     -   
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Jenis komponen listrik dan penerangan bangunan
	                     -   
	          1.800.000 
	          1.800.000 
	          1.800.000 
	
	                     -   
	          1.800.000 
	          1.800.000 
	      1.800.000 
	
	 
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	
	 
	 

	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor
	                     -   
	          5.500.000 
	                     -   
	 
	
	 
	          5.500.000 
	 
	 
	
	 
	   100,00 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah bahan bacaan
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah makanan dan minuman
	        33.750.000 
	        16.000.000 
	        29.240.000 
	        23.280.000 
	
	        33.750.000 
	        16.000.000 
	        29.240.000 
	    22.720.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	     97,59 
	
	-9%
	-9%

	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi 
	        86.820.000 
	        72.000.000 
	      109.150.000 
	        66.297.500 
	
	        86.820.000 
	        72.000.000 
	      109.145.096 
	    66.245.100 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	     99,92 
	
	-7%
	-7%

	Jumlah Pegawai Non PNS penyedia Jasa Kebersihan Kantor
	 
	 
	        49.072.000 
	        48.791.650 
	
	 
	 
	        49.072.000 
	    48.791.650 
	
	 
	 
	   100,00 
	   100,00 
	
	 
	 

	Jenis bahan dan peralatan kebersihan
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah jenis perlatan rumah tangga
	 
	                     -   
	 
	 
	
	 
	                     -   
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah instalasi listrik / AC / air / telpon
	                     -   
	        79.280.000 
	                     -   
	 
	
	                     -   
	        79.280.000 
	                     -   
	 
	
	 
	   100,00 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	 
	
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah perlengkapan rumah jabatan
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	 
	
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah perlengkapan gedung kantor
	                     -   
	          5.800.000 
	 
	 
	
	                     -   
	          5.800.000 
	                     -   
	 
	
	 
	   100,00 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah peralatan gedung kantor
	        20.800.000 
	        30.000.000 
	          3.500.000 
	        37.800.000 
	
	        20.800.000 
	        30.000.000 
	          3.500.000 
	    37.040.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	     97,99 
	
	16%
	16%

	Jumlah meubelair
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	 
	
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara
	                     -   
	          3.000.000 
	                     -   
	 
	
	                     -   
	          3.000.000 
	                     -   
	 
	
	 
	   100,00 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah rumah Dinas staf yang dipelihara
	                     -   
	          6.000.000 
	                     -   
	        12.000.000 
	
	                     -   
	          6.000.000 
	                     -   
	    11.990.000 
	
	 
	   100,00 
	 
	     99,92 
	
	 
	 

	Jumlah gedung kantor yang dipelihara
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	        19.000.000 
	
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	    18.889.530 
	
	 
	 
	 
	     99,42 
	
	 
	 

	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
	        26.000.000 
	        47.089.100 
	          6.000.000 
	 
	
	        26.000.000 
	        47.089.100 
	          6.000.000 
	 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	 
	
	-100%
	-100%

	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara
	        30.619.000 
	          3.000.000 
	        35.560.000 
	        34.350.000 
	
	        30.619.000 
	          3.000.000 
	        35.560.000 
	    34.350.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	
	3%
	3%

	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
	      141.680.000 
	        45.680.000 
	        11.960.000 
	        10.280.000 
	
	      141.580.000 
	        45.680.000 
	        11.960.000 
	      3.930.000 
	
	     99,93 
	   100,00 
	   100,00 
	     38,23 
	
	-48%
	-59%

	1).Jumlah pakaian dinas (PDH)
	                     -   
	                     -   
	                     -   
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2).Jumlah pakaian kerja Lapangan Petugas Persampahan (PKL)
	          1.500.000 
	                     -   
	                     -   
	 
	
	          1.500.000 
	                       - 
	 
	 
	
	   100,00 
	 
	 
	 
	
	-100%
	-100%

	1).Jumlah pilar batas desa
	                     -   
	        53.625.000 
	          7.300.000 
	 
	
	 
	        53.625.000 
	             800.000 
	 
	
	 
	   100,00 
	     10,96 
	 
	
	 
	 

	1). Berita Acara penamaan rupa rupa bumi
	                     -   
	          7.050.000 
	          3.852.500 
	          3.795.250 
	
	                     -   
	          7.050.000 
	          3.600.000 
	      3.650.000 
	
	 
	   100,00 
	     93,45 
	     96,17 
	
	 
	 

	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi di Tingkat Kecamatan
	                     -   
	                     -   
	          6.400.000 
	        10.650.000 
	
	                     -   
	                     -   
	          6.400.000 
	    10.483.600 
	
	 
	 
	   100,00 
	     98,44 
	
	 
	 

	Jumlah Kegiatan Upacara HUT RI Tingkat Kecamatan
	        22.700.000 
	        37.315.000 
	        38.940.000 
	        10.800.000 
	
	        22.700.000 
	        37.315.000 
	        38.940.000 
	      5.349.713 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	     49,53 
	
	-17%
	-30%

	Jumlah Pokja PKK aktif
	        21.890.000 
	        11.815.000 
	        29.756.750 
	        29.326.500 
	
	        21.890.000 
	        11.815.000 
	        29.755.000 
	    29.326.500 
	
	   100,00 
	   100,00 
	     99,99 
	   100,00 
	
	8%
	8%

	Jumlah Posyandu aktif
	                     -   
	        11.750.000 
	          4.900.000 
	        12.750.000 
	
	                     -   
	        11.750.000 
	          4.850.000 
	      8.690.000 
	
	 
	   100,00 
	     98,98 
	     68,16 
	
	 
	 

	2).Jumlah Posyantek dibina
	                     -   
	          4.400.000 
	                     -   
	          6.600.000 
	
	                     -   
	          4.400.000 
	 
	      6.600.000 
	
	 
	   100,00 
	 
	   100,00 
	
	 
	 

	1).Jumlah Kegiatan TTG yang diikuti
	          9.940.000 
	        12.200.000 
	          9.200.000 
	          9.300.000 
	
	          9.940.000 
	        12.200.000 
	          9.200.000 
	      9.300.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	
	-2%
	-2%

	Jumlah bulan penyediaan tenaga pengendali keamanan dan ketertiban
	      118.750.000 
	      144.000.000 
	      150.450.000 
	      154.300.000 
	
	      118.750.000 
	      144.000.000 
	      150.450.000 
	  154.300.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	
	7%
	7%

	Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi FKDM
	                     -   
	        11.900.000 
	          4.500.000 
	          5.600.000 
	
	                     -   
	          9.500.000 
	          4.500.000 
	      5.600.000 
	
	 
	     79,83 
	   100,00 
	   100,00 
	
	 
	 

	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan Narkoba
	          5.150.000 
	                     -   
	          4.500.000 
	 
	
	          5.150.000 
	                     -   
	          4.500.000 
	 
	
	   100,00 
	 
	   100,00 
	 
	
	-100%
	-100%

	Jumlah razia penertiban
	        19.380.000 
	        16.600.000 
	          5.800.000 
	          9.230.000 
	
	        19.380.000 
	        16.600.000 
	          5.800.000 
	      9.230.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	
	-17%
	-17%

	Jumlah taman yang dipelihara
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah bulan penyediaan tenaga pengelola persampahan
	        80.040.000 
	        89.391.000 
	        76.031.000 
	        87.160.300 
	
	        80.040.000 
	        89.391.000 
	        76.031.000 
	    86.700.300 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	     99,47 
	
	2%
	2%

	Jumlah pasar desa aktif
	        47.202.200 
	        49.464.000 
	 
	 
	
	        47.202.200 
	        49.464.000 
	                     -   
	 
	
	   100,00 
	   100,00 
	 
	 
	
	-100%
	-100%

	1). Jumlah Rumah Tangga penerima bantuan
	                     -   
	                     -   
	          5.060.000 
	 
	
	                     -   
	                     -   
	          5.060.000 
	 
	
	 
	 
	   100,00 
	 
	
	 
	 

	Jumlah RTS yang menerima Beras Sejahtera
	      105.985.080 
	        93.053.480 
	 
	        18.000.000 
	
	      105.984.720 
	        50.841.440 
	                     -   
	    17.800.000 
	
	   100,00 
	     54,64 
	 
	     98,89 
	
	-36%
	-36%

	1).Jumlah Peserta TC LPTQ
	                     -   
	                     -   
	        42.930.000 
	          6.400.000 
	
	 
	 
	        42.930.000 
	      2.950.000 
	
	 
	 
	   100,00 
	     46,09 
	
	 
	 

	2). Jumlah kegiatan safari ramadhan
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	3). Jumlah kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten yang terlaksana
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah Peserta TC LPTQ
	        32.970.000 
	        25.300.000 
	                     -   
	 
	
	        32.970.000 
	        25.300.000 
	 
	 
	
	   100,00 
	   100,00 
	 
	 
	
	-100%
	-100%

	Jumlah Desa yang dikunjungi dalam kegiatan Safari Ramadan dan Safari Syawal
	        25.200.000 
	        24.950.000 
	                     -   
	 
	
	        25.200.000 
	        24.950.000 
	                   - 
	 
	
	   100,00 
	   100,00 
	 
	 
	
	-100%
	-100%

	1). Jumlah desa mengikuti lomba desa 
	          7.540.000 
	          6.550.000 
	          5.400.000 
	 
	
	          7.540.000 
	          6.550.000 
	          5.400.000 
	 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	 
	
	-100%
	-100%

	Jumlah desa yang ADDnya terevaluasi sesuai ketentuan
	        13.900.000 
	        16.450.000 
	          7.200.000 
	        19.300.000 
	
	        13.900.000 
	        16.450.000 
	          7.200.000 
	      8.000.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	     41,45 
	
	9%
	-13%

	Jumlah Desa yang dilakukan verifikasi 
	          6.480.000 
	          7.040.000 
	        31.287.160 
	        44.354.500 
	
	          6.480.000 
	          7.040.000 
	        30.552.400 
	    41.467.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	     97,65 
	     93,49 
	
	62%
	59%

	Jumlah dokumen Renstra yang disusun dan ditetapkan
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Jumlah dokumen Renja yang disusun dan ditetapkan
	          6.450.000 
	          9.330.000 
	          7.130.000 
	          2.400.000 
	
	          6.450.000 
	          9.330.000 
	          7.130.000 
	      2.400.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	 
	
	-22%
	-22%

	1).Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan
	        14.000.000 
	        27.200.000 
	        17.900.000 
	        27.500.000 
	
	        14.000.000 
	        27.200.000 
	        17.600.000 
	    27.457.600 
	
	   100,00 
	   100,00 
	     98,32 
	 
	
	18%
	18%

	1).Jumlah Dokumen Review dan Revisi Renstra SKPD
	        18.940.000 
	 
	 
	 
	
	        18.940.000 
	 
	 
	 
	
	   100,00 
	 
	 
	 
	
	-100%
	-100%

	Jumlah dokumen evaluasi Renja
	          7.549.000 
	          9.289.000 
	          4.829.000 
	          4.600.000 
	
	          7.549.000 
	          9.289.000 
	          4.829.000 
	      4.600.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	 
	
	-12%
	-12%

	Jumlah dokumen LKjIP yang disusun
	        13.036.000 
	          1.000.000 
	          1.000.000 
	             550.000 
	
	        13.036.000 
	          1.000.000 
	          1.000.000 
	         550.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	 
	
	-55%
	-55%

	1).Jumlah kegiatan yang dinilai resikonya
	          6.500.000 
	          5.940.000 
	          2.280.000 
	          1.280.000 
	
	          6.500.000 
	          5.940.000 
	          2.280.000 
	      1.280.000 
	
	   100,00 
	   100,00 
	   100,00 
	 
	
	-33%
	-33%

	2).Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1). Tersedianya Website SKPD
	        11.500.000 
	                     -   
	                     -   
	          9.050.000 
	
	        11.500.000 
	                       - 
	                     -   
	      6.050.000 
	
	   100,00 
	 
	 
	 
	
	-6%
	-15%

	1). Profil desa/kelurahan
	                     -   
	          6.355.000 
	                     -   
	          4.902.500 
	
	                     -   
	          6.355.000 
	                     -   
	      4.902.500 
	
	 
	   100,00 
	 
	 
	
	 
	 

	 Jumlah Jasa Konsultan Perencanaan Infrastruktur Yang Dibayar
	        59.125.000 
	                     -   
	                     -   
	 
	
	        59.125.000 
	                     -   
	                     -   
	 
	
	   100,00 
	 
	 
	 
	
	-100%
	-100%

	Jumlah Jasa Konsultan Perencanaan Sarana Penunjang Pendidikan Yang Dibayar
	        25.245.000 
	                     -   
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	        25.245.000 
	                     -   
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	Jumlah Jasa Konsultan Perencanaan Jalan yang Dibayar
	        24.101.000 
	                     -   
	                     -   
	 
	
	        24.101.000 
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	                     -   
	 
	
	   100,00 
	 
	 
	 
	
	-100%
	-100%

	JUMLAH
	[bookmark: _Hlk78311479]    1.447.920.138 
	 1.395.636.580 
	  1.159.710.910 
	1.185.298.500 
	
	1.442.008.920 
	    1.346.323.410 
	1.134.976.329 
	1.126.978.282
	
	
	
	
	
	
	-5%
	-6%



Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan terdapat 70 indikator kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Kecamatan Muara Samu. Jumlah Anggaran yang dialokasikan kepada Kantor Kecamatan Muara Samu dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut : Anggaran tahun 2017 sebesar Rp 1.447.920.138,00 turun menjadi Rp 1.395.636.580,00 pada tahun 2018, kemudian terjadi penurunan Kembali menjadi Rp 1.159.710.910,00 di tahun 2019. Pada tahun 2020 anggaran naik menjadi Rp 1.185.298.500,00. Dilihat dari komposisi belanja daerah yang dialokasikan ke Kantor Kecamatan Muara Samu, Belanja Langsung rata-rata sebesar 6,10% dengan kecenderungan menurun.
Dilihat dari realisasi belanja daerah setiap tahunnya mengalami penurunan rata rata 6%. Pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp 1.442.008.920,00, kemudian tahun 2018 sebesar Rp. 1.346.323.410,00 kemudian tahun 2019 turun menjadi Rp 1.134.976.329,00. Kemudian pada tahun 2020 realisasi sebesar Rp 1.126.978.282,00. Efektivitas belanja daerah yang diukur dengan perbandingan antara realisasi dan rencana menunjukkan bahwa rata-rata realisasi anggaran sebesar 97,25%, dengan realisasi terbesar tahun 2017 sebesar 99,59% dan terendah tahun 2020 sebesar 95,08% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena pandemic COVID-19.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 
Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Samu. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
2.4.1. Tantangan
1. Kemajuan globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat.
2. Era keterbukaan informasi publlik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah.
3. Era adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Covid-19 menuntut pelayanan publik yang berinovasi.
4. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat.
2.4.2. Peluang
1. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat.
2. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
3. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan pengunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
2.4.3. 

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.
	No
	Masalah Pokok
	Masalah
	Akar Masalah

	1
	2
	3
	4

	1
	Tata Kelola Pemerintahan  Belum Optimal
	Akuntabilitas Kinerja Masih Rendah




Rendahnya Kinerja Pelayanan di Kecamatan









Pengelolaan Potensi Rawan Konflik dan Trantibum
Belum Optimal
	Kualitas Pengawasan Internal Masih Rendah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Optimal

Masih rendahnya pelaksanaaan standarisasi pelayanan publik di Perangkat Daerah

Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan umum

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum optimal.

Penegakan Perda Belum Optimal

	2
	Tingkat kemandirian desa masih rendah
	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan masih belum optimal
	Sinkronisasi antar pemangku kepentingan  dalam pembangunan yang dilaksanakan

Masih rendahnya Lembaga kemasyarakatan yang aktif di desa/kelurahan

Belum optimalnya peran dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan




Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Muara Samu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Samu, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Muara Samu 5 (lima) tahun ke depan antara lain:
1. Akuntabilitas Kinerja Masih Rendah 
2. Rendahnya Kinerja Pelayanan di Kecamatan
3. Pengelolaan Potensi Rawan Konflik dan Trantibum Belum Optimal
4. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kecamatan masih belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Bertitik tolok dari permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu-isu strategis daerah Kabupaten Paser, maka disusunlah Visi Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), yaitu:
“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”
Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER MAJU adalah bahwa:
1. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatkan profesionalitas aparatur.
1. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
1. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.
Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER ADIL adalah bahwa:
1. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
1. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam
Yang dimaksud dengan MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA adalah bahwa:
1. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
1. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dalam periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), maka Misi yang diajukan adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
Arah dari Misi 1 ini meliputi Pembangunan Pertanian dalam arti luas, ketersediaan pangan bagi masyarakat, pembangunan industri pengolahan, peningkatan investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, serta peningkatan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM. Covid 19 telah membuat arus barang dan jasa terhambat. Salah satu dampak terbesar dari terhambatnya arus barang itu adalah kelangkaan pangan. Sebagai daerah yang belum cukup mampu menghasilkan pangan secara mandiri, maka saatnya Paser untuk memperkuat pengembangan pertanian maupun industri pengolahan menuju pada kebutuhan pemenuhan pangan. Desain apapun yang diimplementasikan nantinya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan secara lokal juga meningkatkan daya saing dengan daerah sekitar. Desain ini akan akan menciptakan nilai tambah dan multiplier di Kabupaten Paser yang akan membawa pada kesejahteraan pelaku usaha, utamanya pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai sektor ekonomi.   Stimulan ekonomi diarahkan pemerintah dengan memberi bantuan berupa sarana produksi kepada petani, peternak, nelayan, dan usaha kecil menengah dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi dan mendorong ekonomi tetap terjamin.
1. Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan
Arah dari M	isi 2 ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas perencanaan, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah, peningkatan lingkungan daerah yang kondusif, penerapan Peraturan daerah dan pencegahan terjadinya konflik sosial.
1. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
Arah dari Misi 3 ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan, peningkatan aksesibilitas antar wilayah, peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat, Sistem Penyediaan Air Minum, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana.

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.
Arah dari Misi 4 ini meliputi pengembangan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya.
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Muara Samu dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Muara Samu dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Muara Samu.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Paser telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2013-2035. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Muara Samu harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Muara Samu serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Muara Samu, antara lain : 
1. Kapabilitas masyarakat terkait masalah yang ada pada lingkungan komunitasnya;
Kemampuan masyarakat untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada pada lingkungan komunitasnya akan mempengaruhi upaya pembangunan wilayah di mana masyarakat itu ada. Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang perlu dikoordinasikan kecamatan demi terarahnya kinerja upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri. 
2. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat; 
Kecamatan merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
3. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
Permendagri No. 62 Tahun 2008 mengamanatkan agar capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) tentang tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dalam wilayah Kabupaten harus sudah mencapai 70% pada tahun 2010. Dukungan pemantauan kejadian (patroli) pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum adalah salah satu hal yang menjadi tugas Kecamatan. Dalam hal penegakkan perda, perlunya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peran serta masyarakat dalam pembangunan; 
Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus ditingkatkan. Adanya konsep yang tepat dalam pelibatan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat dapat membantu penyelenggaraan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharaannya. 
5. Sinergi dan Koordinasi dalam Penanggulangan kemiskinan dan Partisipasi Masyarakat; 
Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya kecamatan.
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